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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka perlu menyusun Peraturan Bupati
Ngawi tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Ngawi
Tahun Anggaran 2026.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur.(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278).
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati Ngawi ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Bupati adalah Bupati Ngawi.

unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
urusan Pemerintahan Daerah.

Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar
yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya
setiap program atu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau
masyarakat dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk

barang/jasa.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai
dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yang bertugas menyiapkan dana melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ASB ditetapkan dengan maksud untuk:

a. digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja digunakan dalam
melaksanakan program/kegiatan oleh Perangkat Daerah; dan

b. penyetaraan perhitungan anggaran program /kegiatan yang
sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

ASB ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan
efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB III
PENERAPAN ASB

Pasal 4
(1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam

rangka penyusunan RKA- SKPD.

(2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan
atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama
sesuai dengan nomenklatur ASB.

(3) Rincian ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pengendalian terhadap penerapan ASB dilakukan oleh Kepala Perangkat
Daerah.

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten
Ngawi.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 22 Oktober 2025

EUPATI NGAWI,
.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 22 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NCAWI
thd .
MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 171



